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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 84 TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN 
PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 
 

  ABSTRAK  - Dengan adanya penambahan unit kerja dan penyesuaian kebutuhan organisasi 
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak; 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; 
UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2016; PP No. 58 
Tahun 2020; Perpres No. 40 Tahun 2015; Permenhub No. 64 Tahun 2014; 
Permenhub No. 65 Tahun 2014; Permenhub No. 84 Tahun 26; Permenhub No. 
67 Tahun 2021 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi Petunjuk Pelaksanaan 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, 
11 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Januari 2022. 
 

   

    
 


